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BUPATI M 
PRovms1 LnM, 

AN BARAT 
PERATURAN BU 
NOMOR 3 '{T MELAw 

AHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN INS 
PAJAK DAERAH Div'jj}I PEMUNGUTAN 

IBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI 
' 

a. bahwa dalam rangka 31 k 
Nomor 69 Tahun o,}"asanaan Peraturan Pemerintah 
Pemanfaatan I ·r tentang Tata Cara Pemberian dan 
Retribusi pa~"" Pemungutan Pajak Daerah dan 
pemberian de » maka perlu mengatur tata cara 

tan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah· 

' 
b. bahwa herdearken rt; ' OCraa5a4an pertimbangan sebagaimana diaksud 

pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati 
Melawi, 

engingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau 
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

3. 

4. 

U d TT d N"IDO.. 1 '1'�h .nn °0°A- nlangunlang I'On iii zr 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

N (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
egara be N R blik 

N 66 Tamhahan Lem aran . egara _epu 1.. 
omor '» .Ai++ 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang... 

tentgng uA± .cu $ 

Republik 
Lembaran 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Undang-Undan 222 
Perimban¢ !g Nomor 3g Pemeni,[_f;" euangan Ant,_ Tahu 2004 tentang 

an Daerah 7a Pemerintah Pusat dan 
Indonesia Tahun 2004 ~,_t'cmbaran Negara Republik 
Negara Repub 1none,~l',5,'?°. Tami~man Leriaran 

Undang-Undang N 
D: rah d: tomor 28 Ta aere lan Retribusi D: anun 2009 tentang Pajak 
Indonesia Tahun 20"""ah (Lembaran Negara Repuiui 
Negara Republik Indo,""or 130, Tambahan Lembaran 

es1a lomor 5049); 
Undang-Undang N 
P . omor 23 Th emerintahan Daerah anun 2014 tentang 
Indonesia Tahun 2014 ~,_'mbaran Negara Republik 
Negara Republik Ind omor 244, Tambahan Lembaran 
diubah beberapa ;",""a Nomor 5587) sebagaimana telah 
Nomor 9 Tah Sal terakhir dengan Undang-Undang 
Undang-Undanun 1015 tentang Perubahan Kedua atas 
p . h g lomor 23 Tahun 2014 tentang 

emerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta 1baha Ler b Negar R 1blik ·, am an miaran ra epu 1 Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5101); 

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 
88); 

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Melawi Nomor 91); 

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 

lo T b han Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor , 'am a 
Nomor 169); 



MEMUTUSKAN. 

PERATURAN BUDA 
INSENTIF PEMu,[;[,TENTANG 

PEDOMAN p mer.us o»set " es o%["}}} 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini , 
yang di maksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pemerintah Daerah adalah , 
pelaksanaan urusan Bupati yang memimpin 
iewenangan daerah o,{"""zhan yang menfiar 
pemerintahan daerah. SeDagar unsur penyelenggara 

Bupati adalah Bupati Melawi. 

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Melawi. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Melawi. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Melawi yang Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- 
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, 
ada1ah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
pe gh. unan data obyek dan subyek pajak dan retribusi, n ump ib ' k de ib 
penetapan besarnya pajak dan retnbus1 repaa wan 
pajak dan retribusi serta pengawasan penyetoran. 

10. Aparat Pemungut... 
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10. Aparat Pemungutan adalah 
Pajak Daerah dan Ret, ?Parat pelaksana pemungutan 
Kabupaten Melawi. us1 Daerah dijajaran Pemerintah 

BAB III 
PENERIMA DAN PEMBAYARAN 

Pasal 3 

(1) Penerima insentif adalah SKPD pelaksana pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati Melawi dan 
Wakil Bupati Melawi, Sekretaris Daerah, dan pihak lain 
yang membantu pelaksanaan pemungutan. 

(2) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 

Insentif Pemungutan adale · 
kepada aparat pelaksan. 'an insentif yang diberikan 
Retribusi Daerah ya~ E""ungutan Pajak baerah dan 
kesejahteraan aparat ,"""Ukan untuk peningkatan 
meningkatan penenm.[," "" Pajak daiam rangka pa. . 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

11. 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan be pemuerian insentif adalah untuk meningkatkan : 

a. Kinerja SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada lingkungan 
SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

c. Pendapatan Daerah ; 

d. Pelayanan kepada masyarakat. 

a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi; 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

(3) Bupati Melawi dan Wakil Bupati Melawi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(4) Sekretaris Daerah ... 



(4) 

(5) 

Sekretaris Daerah sebe .: 
selaku koordinator p,"Pana dimaksud pada ayat (1) 

ge olaan Keuangan Daerah. 
Pihak lain sebagaiman: di a maksud pada ayat (1) adalah : 
a. PT. PLN sebagai pihak 

Pemungutan Pejak p Yang membantu pelaksanaan 
aj 'enerangan Jalan Umum (PPJU) 

b. Camat, Lurah dan t 1 . 
b: enaga lainnya sebagai pihak yang 

mem antu pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB); 

c. Kantor Pertanahan dan Notaris/PPAT, sebagai pihak 
yang membantu pelaksanaan pemungutan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

d. Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan 
Pajak daerah dan Retribusi Daerah. 

Pasal 4 
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(1) SKPD Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 
(2) mendapat pembayaran insentif apabila mencapai kinerja 
tertentu. 

(2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. 

(3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, 
insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal 
triwulan berikutnya yang telah tercapai target kinerja 
triwulan yang ditentukan. 

Pasal 5 

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampui, 
pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada anggaran 
berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran 
berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 
BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF 

Pasal 6 

(1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
ditetapkan sebesar 5% (lima persen) 

(2) Insentif Pemungutan... 



() 

(2) 

(3) 

(4) 
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(2) Insentif Pemungutan pa; 
sebagaimana dimaksue ha Daerah dan Ret 
penerimaan tiap jenis _Paa ayat (1) dihie,busi daerah 
ictakan me1it Arai?" Parah dean ell "","aa ahun Angge ts1 aer: yang aran berkenaan. 

Pasal 7 
Besaran insentif Pemungutan ,; 
Daerah sebagaimana dimale Pajak Daerah dan Retribusi 
sctap _bulanya anee~~",,", ,"" Pasar 6 ~eta~iaa anti 
penerimaan Pajak Daerah 4. 'n berdasarkan realisasi 
ketentuan: an Retribusi Daerah dengan 

a. Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali : . , 
melekat; gay pokok dan tunjangan yang 

b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu trih iah) d R , un rup1 ) sampa.i 
engan ?p. 2.500.000.000.000,00 (dua trilun Ii·e milyar rupiah), ali: :. .: .. uma ratus 

. p 1, pe ling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan 
tunjangan yang melekat; 

c. Di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus 
milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 
(tujuh trilun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 
(delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 

d. Di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh trilun lima ratus 
milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan 
tunjangan yang melekat. 

Besarnya pembayaran insentif untuk penerimaan insentif 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2),(3) dan (4) dibayar 
secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat 
( 1 ). 

Besarnya insentif untuk penerimaan insentif sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf a,b,d dan e ditetapkan 
sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dari hasil pencapaian kinerja 
tertentu pada jenis pajak dan/ atau retribusi yang 
diperbantukan. 

Besamya pembayaran insentif untuk penerimaan insentif 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf c ditetapkan 
S b 5<¾ (l·ma persen) dari besarnya insentif sebagaimana e esar o 1 . · ki · 
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dari hasil pencapaian inerja 
tertentu pada jenis pajak yang diperbantukan. 

Pasal 8 ... 



() 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Pasal 8 
Bupati menetapkan 

b · ct· penenmaan sebagammana umaksud dalam pembayaran insentif 
besarnya pembayaran insense Pasal 3 ayat (2),(3),(4) dan (5) dan 

Kewenangan sebagaimana di 
oieh Bupat kepada Kea"",ts" pada ayat () aidelegasican 
Retribusi Daerah. pemungut Pajak daerah dan 

Berdasarkan pendelegasian sebac «:. , 

(2), Kepala SKPD menetapka, 8ammana dimaksud pada ayat 
dan besarnya insentf yang a[[[,""""aan pembayaran insenur 
SKPD. 'DI dengan keputusan Kepala 

BAB V 
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 9 

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, insentif Pungutan 
Pajak daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKDJ 

Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak 
langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, 
objek belanja Insentif pemungutan Pajak daerah serta rincian 
objek belanja Pajak Daerah. 

Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja 
tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja 
pegawai, objek belanja lnsentif pemungutan Retribusi Daerah 
serta objek Retribusi Daerah. 

Pasal 10 

(I) Kepala SKPD penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3, 
mempertanggungjawabkan pemberian Insentif Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerimaan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI ... 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTup 

Pasal 11 

peraturan Bupati ini mulai be. erlaku pad 
• 1a tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetah 
B 

. . e1 ui, m 
eraturan upati ini dengan 2€merintahkan 
abupaten M~lawi. Penempatannye a,, "{Si,",""pE! en aerah 

Ditetapkan di N; 1 anga Pmoh 
pada tanggal, I4 pscw 2017 

BUPATI MELA WI 

{5 ./ k Pr/. 

~~dangkan di Nanga Pinoh 
9iun' t a tanggal I4t c54cr 2017 

sgRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,& 

/rvo TlUs MULYONO 

BUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 37 
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